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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 Tentang Pembentukan
Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara
Republik Indnesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3531);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagairoana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Menirnbang : a. bahwa Koperasi rnerupakan soko guru kegiatan ekonomi rakyat
yang mernpunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis
dalam meningkatkan perekonornian daerah, rnenopang
ketahanan ekonorni rnasyarakat dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat;

b. bahwa Koperasi di Kota Mataram perlu dikembangkan rnelalui
pemberdayaan, perlindungan dan kernudahan bagi Koperasi
dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan
perkembangan ekonomi di masyarakat;

c. bahwa dalam upaya menjamin dan meningkatkan
kesejahteraan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan
perlindungan Kopcrasi, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pemberdayaan Koperasi;

WALl KOTA MATARAM,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMBERDAYAAN KOPERASI

TENTANG

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 8 TAHUN 2019
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Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kota Mataram.

6. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan-aturan dasar tertulis
yang memuat keterangan sebagai pedoman dalam
melaksanakan kegiatan Koperasi.

7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang
seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

8. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut
kehidupan koperasi.

BABI
KETENTUANUMUM

Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPEMBERDAYAANKOPERASI.

MEMUTUSKAN:

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAMATARAM
dan

WALIKOTAMATARAM

Dengan Persetujuan Bersama

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan
Modal pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun
1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3740);

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 16/Per/M.KUKM/XI/2015 tentang Pelaksanaan Usaha
Kegiatan Sirnpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi
(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1495);

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota
Mataram Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Mataram Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah
Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Mataram Nomor 15);
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Pasal3
Pemberdayaan Koperasi bertujuan untuk:
a. meningkatkan kapasitas Koperasi dalam peningkatan

perekonomian masyarakat;
b. meningkatkan produktivitas , daya saing dan pangsa pasar

Koperasi;
Co meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif; dan
d. meningkatkan peran serta Koperasi sebagai pelaku ekonomi

yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis
pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada
mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumberdaya
alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri,
maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.

Pasal2
Pemberdayaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan asas:
a. akuntabilitas;
b. transparansi;
c. partisipatif;
d. kekeluargaan; dan
e. keadilan.

9. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan dalam
bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan
pengembangan usaha Koperasi baik yang menggunakan sistem
konvensional maupun syariah, sehingga mampu memperkuat
dirinya menjadi us aha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat
bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

10. Perlindungan usaha adalah upaya menjaga dan melindungi
Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan
merugikan pertumbuhan dan perkembangan usaha Koperasi.

11. Iklim us aha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha
mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.

12. Pelaku us aha adalah setiap orang perorang atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan
kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Koperasi
dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.

13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha kecil
dengan Usaha Menengah dan Zatau dengan Usaha Besar
disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah
dan/ atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling
memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

14. lzin Usaha Koperasi adalah izin usaha yang diberikan oleh
Walikota kepada Koperasi sebagaimana yang tercantum dalam
pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi untuk melakukan kegiatan usaha Koperasi.

15. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut
Dekopinda adalah wadah perhimpunan Koperasi Indonesia di
Daerah.
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Pasal 7
(1) Dalamhal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1),PemerintahDaerah dapat:
a, menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran;
b. mengembangkan kelembagaan serta bantuan pendictikan,

pelatihan, dan penyuluhan bagiKoperasi;
c. memberikan insentif kepada dunia usaha yang

menyediakanpembiayaanbagiKoperasi;
d. memberikan bantuan pengembangan jaringan usaha

Koperasi dan kerjasama saling menguntungkan antara
Koperasidengan pihak lain; dan

f. memberikan bantuan konsultasi dan fasilitasi guna
memecahkan permasalahan yang dihadapi olehKoperasi.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa
kemudahan terhadap:
a. izin usaha dan tempat berusaha dengan mudah, murah,

cepat dan transparan;

Pasal6
(1) PemberdayaanKoperasidilakukan oleh PemerintahDaerah.
(2) Pemberdayaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan
Dekopinda.

(3) Dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan masyarakat, dunia
usaha, dan.lembagapendidikan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERDAY AAN

Pasal 5
DalampemberdayaanKoperasi,PemerintahDaerah berwenang:
a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan

untuk memanfaatkan peluang usaha bagiKoperasi,
b. memberikan izinuntuk kegiatanusaha Koperasi;
c. mencabut izin Koperasi yang melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan.
d. melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Koperasi

yangwilayahkeanggotaannyadalamDaerah; dan
e. melakukan penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam/unit

simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam
Daerah.

Pasal4
(1) PemerintahDaerah bertugas:

a. melakukan pemberdayaanKoperasi;dan
b. memberikanperlindungan terhadap Koperasi.

(2) Dalammelaksanakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah
menyusun prioritas bidang ekonomiyang dapat dilakukan oleh
Koperasi.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
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Pasal9
(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),

dilakukan terhadap Koperasi yang memenuhi kriteria sebagai
berikut:
a. telah berbadan hukum Koperasi;
b. usahanya lebih mengutamakan kepentingan dan

kesejahteraan anggota:
c. predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam cukup sehat;

dan
d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit

2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berturut
turut.

(2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia
usaha, maka kriteria sebagaimana pada ayat (1) dapat
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada
dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

BABIV
BENTUKPEMBERDAYAAN

Pasal8
(1) Pemberdayaan Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk:

a. penguatan kelembagaan;
b. fasilitasi pendidikan dan pelatihan berbasis kopetensi;
G. fasilitasi penguatan permodalan melalui perbankan dan non

perbankan;
d. pembinaan manajemen;
e. fasilitasi kerjasama;
f. bimbingan teknis;
g. fasilitasi kemudahan perizinan;
h. pendampingan dalam pengelolaan usaha;
i. pemasaran produk;
j. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);dan / atau
k. keikutsertaan Koperasi dalam pembangunan di Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan
Walikota.

b. pelayanan informasi yang tepat dan cepat untuk
mendapatkan akses pembiayaan, permodalan, teknologi
dan pasar bagi Koperasi;

Co bantuan fasilitasi pendidikan, pelatihan bagi perangkat
organisasi dan pengelola Koperasi untuk meningkatkan
kompetensi sumber daya Koperasi;

d. keringanan pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e. pe1ayanan konsultasi manajemen di bidang kelembagaan
dan usaha Koperasi yang tepat, cepat dan cermat.

(2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang berkedudukan di
Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian
laba tahunan dalam bentuk tanggungjawab sosial perusahaan
(Corporate Social Responsibility) yang dialokasikan kepada
Koperasi.
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Pasal 12
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha

yang kondusif bagi Koperasi,melalui penerapan kebijakan yang
meliputi aspek:
a. pendanaan;
b. sarana dan prasarana;
c. informasi usaha;
d. kemitraan;
e. perizinan usaha;
f. kesempatan berusaha;
g. perlindungan usaha;
h. promosi dagang; dan
i. dukungan kelembagaan.

(2) Koperasi dalam memasarkan produk usahanya harus
memberikan jaminan kualitas produksinya.

(3) Dunia usaha dan rnasyarakat harus berperan aktif dalam
menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

BagianKesatu
Umum

BABV
IKLIM USAHA

(2)

Pasa111
Keikutsertaan Koperasi dalam pengadaan barangJjasa
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 8 ayat
(1) huruf k, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan Koperasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Walikota.

(1)

(3)

(2)

Pasal10
Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, Koperasi harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana
pemberdayaan, dan diketahui oleh kepala Dinas dengan
melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. salinan dokumen Koperasi;
b. laporan keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir;
c. dokumen hasil Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 2

dual tahun terakhir; dan
d. menyerahkan agunan.
Pemberdayaan dalam bentuk penguatan permodalan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyalurannya melalui
Bank atau LembagaKeuangan bukan Bank yang ditunjuk.
Ket.entuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pernberdayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan
Walikota.

( 1)
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Pasal 16
(1) Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam

bentuk kemitraan yang adil dan setara.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan untuk:

Bagian Keernpat
Kemitraan

Pasal 15
lnformasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf c, dilaksanakan untuk:
a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data

dan jaringan informasi bisnis Koperasi di Daerah, yang
terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional
maupun intemasional;

b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar,
sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan
teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Koperasieli Daerah;
dan

c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sarna bagi
pelaku usaha Koperasidi Daerah.

Bagian Ketiga
lnformasi Usaha

Pasal14
Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf b, dilaksanakan untuk:
a. mengkoordinasikan dengan mitra kerja untuk menyediakan

prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan
pertumbuhan usaha Koperasi;dan

b. mengkoordinasikan dengan mitra kerja untuk memberikan
keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha Koperasi.

Pasal 13
Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf a, dilaksanakan untuk:
a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi di

Daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga
keuangan bukan bank;

b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya
sehingga dapat diakses oleh Koperasi di Daerah;

c. memberikan kemudahan untuk memperoleh pendanaan secara
cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. membantu para pelaku usaha Koperasi di Daerah untuk
mendapatkan pembiayaan dan jasa/ produk keuangan lainnya
yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan
bank, bail! yang menggunakan sistem konfensional maupun
sistem imbal jasa.

8agian Kedua
Pendanaan, Sarana dan Prasarana
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Pasal18
(1) Perizinanusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

huruf e, dilaksanakan untuk menyederhanakan tata cara dan
jenis perizinan usaha yang terintegrasi dengan sistem
pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan kewenanganDaerah,meliputi :
a. pertanian;
b. industri pengolahan;
c. air bersih;
d. bangunan;
e. perdagangan,hotel dan restoran;
f. pengangkutandan komunikasi;
g. keuangan, persewaandan jasa perusahaan; dan
h. jasa usaha lainnya.

(3) Ketentuan Iebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
permohonan izin usaha Koperasi, diatur dalam Peraturan
Walikota.

8agian Kelima
PerizinanUsaha

Pasal17
(1) PemerintahDaerah memfasilitasihubungan kemitraan Koperasi

dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai
badan usaha.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan denganpola:
a. inti plasma;
b. waralaba;
c. perdaganganumum;
d. distribusi dan keagenan;
e. bagihasil;
f. kerjasama operasional;
g. usaha patungan Uoint venture);
h. penyumberluaran (outsourcing); dan
i. bentuk kemitraan lainnya.

(3) Kernitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup
proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan,
pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, serta teknologi
sesuai denganpola kemitraan.

a. mewujudkan kemitraan antar Koperasi eli Daerah;
b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dengan usaha

besar di Daerah;
c. mendorong terjadinya kemitraan usaha dan hubungan

yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi
usaha antar Koperasidi Daerah;

d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi
tawar Koperasieli Daerah;

e. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin
pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi
konsumen; dan

f. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan
usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu
yang merugikan Koperasidi Daerah.
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Pasal21
Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf h, dilaksanakan untuk:
a. meningkatkan promosi produk Koperasi di Daerah untuk

tingkat regional,nasional dan intemasional;
b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk

Koperasidi Daerah;
c. memberikan penghargaan untuk Koperasi yang mampu

menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan
promosiproduk Koperasidi Daerah; dan

d. membantu kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
untuk peningkatan kualitas produk dan desain Koperasi di
Daerah dalam kegiatanusaha di dalam negeridan ekspor.

Pasal20
Perlindungan usaha seagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf g dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha
sebagai pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dengan
mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur
persaingan usaha yang sehat.

yang
serta
turon

Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf I, dilaksanakan untuk:
a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi

pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra
industri, lokasi pertanian rakyat, dan Iokasi yang wajar bagi
pedagangkaki lima serta lokasi lainnya;

b. menetapkan alokasi waktu berusaha dalam sub sektor
perdagangan retail;

c. mengkoordinasikan agar usaha besar menyediakan ruang
tempat usaha paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
seluruh tempat usaha yang dibangun bagiKoperasi;

d. mengkoordinasikan dengan dunia usaha dalam upaya
perlindungan dan pengembanganpasar tradisional;

e. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha
memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya,
mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan
temurun;

f. menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Koperasi
serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar, dengan
syarat harus bekerjasama dengan Koperasi;

g. melindungiusaha tertentu Koperasiyang bersifat strategis;
h. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh

Koperasi melaluipengadaan secara langsung; dan
i. memprioritaskan pelaku usaha Koperasi di Daerah dalam

pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang
dilaksanakan olehPemerintahDaerah.

Pasal19

Bagian Keenam
Kesempatan Berusaha, Perlindungan

Usaha dan Promosi Dagang
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Pasa125
(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Koperasi

melalui penetapan kegiatan yang berpihak kepada Koperasi
berupa prioritas kegiatan usaha di sektor ekonomi yang
dicadangkan untuk usaha ekonomi Koperasi, anggota Koperasi,
serta kebijakan persaingan yang tidak sehat berdasarkan
kekuatan modal antara Koperasi dan perusahaan bukan
Koperasi.

(2) Bentuk kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berupa:
a. penetapan sektor ekonomi yang hanya diperuntukkan

bagi anggota yang berasal dari usaha Koperasi;
b. penetapan bidang keanggotaan ekonomi yang telah

berhasil dikelola Koperasi hanya dapat diberikan ijin
pengelolaanuntuk Koperasi;dan

c. penetapan bidang/sektor ekonomi yang dapat dikelola
perusahaan besar yang bukan Koperasi melalui kemitraan
antara usaha besar dengan Koperasi atau dengan usaha
kecil menengah dan organisasi anggota Koperasi melalui
pola kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BABVU
PERLINDUNGAN KOPERASI

Pasal24
Koperasi yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana
dari Pemerintah Daerah untuk perluasan jaringan dalam bentuk
usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada
pihak lain setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal23
(1) Setiap Koperasi dapat membentuk jaringan usaha baik secara

vertikal maupun horizontal.
(2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak serta tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan
undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

(3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau
kemitraan.

BABVI
JARlNGAN USAHA

Pasal22
Dukungan kelembagaan dapat dilaksanakan untuk mengembangkan
dan meningkatkan fungsi Dekopinda, inkubator, lembaga layanan
pengembangan us aha, konsultan keuangan mitra bank, Lembaga
Penjaminan Daerah, Lembaga Pembiayaan Daerah, dan lembaga
profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan
Koperasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Bagian Ketujuh
Dukungan Kelembagaan
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Pasal29
(1) Dekopinda dapat berperan aktif dalam pemberdayaan dan

perlindunganKoperasi.
(2) Peran Dekopindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berbentuk:
a. menyerapdan menyalurkanaspirasi Koperasi;
b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan

Pasal28
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberdayaan dan

perlindunganKoperasi.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat dilakukan secara perseorangandan kelembagaan.

BABIX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal27
(1) Koordinasidalam pemberdayaanKoperasidimulai sejak proses

perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai dengan
pelaporan.

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan koordinasi dengan
lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam
menyelenggarakanperlindungan, pemberdayaan dan penentuan
bidangkegiatan ekonomiyang dikhususkan bagiKoperasi.

(3) Perencanaan dan pelaksanaan programdi bidang pemberdayaan
dan pembinaan Koperasisebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan
PemerintahPusat.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
mencakup koordinasi antara Dinas dengan Instansi terkait
lainnya.

(5) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam
rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan
program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, monitoring
dan evaluasi.

(6) Bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki
Badan Hukum di luar wilayah Kota Mataram, wajib
mendapatkan Izin operasionaldari kepalaDinas.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk
koordinasi,diatur dalamPeraturan Walikota.

BAB VIII
KOORDI NASI

Pasal26
(1) Untuk mendorong dan memajukan Koperasi dalam menangkap

peluang usaha, Pemerintah Daerah memberikan informasi
tentang penetapan sektor ekonomi yang diprioritaskan
peruntukannya bagi usaha Koperasi dengan persyaratan yang
mudah dijangkau oleh Koperasi.

(2) Mempermudah akses Koperasi untuk memanfaatkan peluang
usaha melalui penetapan persyaratan Koperasi yang layak
untuk memperolehprioritas adalah pengelolaansektor ekonomi
yangdiusahakan untuk usaha Koperasi.
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Pasal33
Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling
lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini
diundangkan.

BAB XlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal32
Badan hukum Koperasi yang melakukan kegiatan bidang ekonomi,
wajib menyesuaikannya dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka
waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
Peraturan Daerah ini diundangkan.

BABXI
KETENTUAN PERALlHAN

Pasal31
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dan
perlindungan Koperasi.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(I), ditakukan oleh Dina:s.

(3) Ketentuan mengenai tata cara serta bentuk pengendalian
dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam
Peraturan Walikota.

Pasa130
(1) Walikota melakukan pengawasan secara berkala terhadap

bidang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Koperasi.
(2) Hasil pengawasan -sebagaimana dimaksud pada .ayat (1), akan

dijadikan bahan pertimbangan terhadap kelangsungan usaha
Koperasi tersebut.

(3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap prioritas bidang
kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi, Walikota dapat
memberikan sanksi terhadap Koperasi.

(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BABX
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

masyarakat;
c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui

pengembangan modul;
d. mengembangkan kerjasama antar Koperasi dan antara

koperasi dengan badan usaha lain;
e. membantu Pemerintah Daerah dalam proses pendataan

Koperasi;
f. meningkatkan penataan kelembagaa dan pengembangan

usaha Koperasi; dan
g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dengan
pemerintah provinsi, dunia usaha dan lembaga masyarakat.
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NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2019

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM-TAHUN 2019 NOMOR S

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 13 JL1!1i 2"19
SEKRETARIS DAERAHKOTAMATARAM~

(

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal .,3 Ju:.li 2")19

f;. t}lALIKOTA MATARAMf

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Mataram,

Pasal34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



II. PASALDEMI PASAL
Pasall

Cukup jelas.
Pasal2

Hurufa
Yang di maksud dengan asas "akuntablitas" adalah setaip kegiatan
dan hasil ahir dari kegiatan penye1enggaranpemberdayaan Koperasi
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hurufb
Yang di maksud dengan asas "transparansi" adalah mewujudkan
penyelenggaran pemberdayaan Koperasiyang baik dan bersih.

Hurufc
Yang di maksud dengan asas "partisipatif" adalah setiap anggota
Koperasi didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan
keputusan dan pelaksanaannya.

Hurufd
Yang di maksud dengan asas "kekeluargaan" adalah adanya
kesadaran setiap anggota Koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu
dalam Koperasioleh semua dan untuk semua.

I. UMUM
Di dalam upaya mewujucikan perekonomian yang adil dan merata, harus

mencerminkan peningkatan peran dan pemberdayaan seluruh masyarakat,
berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberpihakkan Pemerintah
Daerah dalam mewujudkan pembangunan eknomi bagi Koperasi.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, pemberdayaan Koperasi dimaksudkan
untuk:
a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui

Koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
b. meningkatkan peran serta Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh,

profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan
yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada
sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri,
maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

c. memberikan perlindungan kepada Koperasi melalui penetapan bidang
kegiatan ekonomi yang berpihak kepada Koperasi berupa prioritas kegiatan
usaha disektor ekonomi yang dicadangkan untuk usaha ekonomi Koperasi,
mikro dan kecil sebagai anggota Koperasi;

d. menetapkan kebijakan untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat;
e. memberikan pedoman dalam rangka pemberdayaan, perlindungan kepada

Koperasi dan ketentuan yang memberikan prioritas bidang kegiatan ekonomi
yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;

f. menata dan memberdayakan peran kelembagaan yang bergerak di bidang
Koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah; dan

g. meningkatkan kepastian hukum dan penciptaan iklim usaha yang konduksif
yang mampu memberikan kesempatan seluas-Iuasnya bagi Koperasi.
Selain itu, pemberdayaan dan perlindungan Koperasi merupakan tanggung

jawab Pemerintah Daerah, yang meliputi pelaksanaan dan koordinasi
pemberdayaan, bentuk pemberdayaan, bentuk pelindungan iklim usaha, prioritas
bidang kegiatan ekonomiyang berisikan jenis dan bidang kegiatan ekonomi, peran
serta masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan.

PENJELASAN
ATAS

PERATURANDAERAH KOTA MATARAM
NOMOR,a TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI

\~.



Pa~~ 3
Cukupjelas

Pasal4
Cukup jelas.

Pasal5
Cukupjelas

Pasal6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukupjelas

Pasal8
Cukup Jelas

Pasal9
Cukupjelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukupjelas

Pasal12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal14
Cukup Jelas

Pasal Lfi
Cukupjelas

Pasal16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Hurufa
Yang dimaksud dengan "inti plasma" adalah pola kemitraan
antara Koperasi dengan perusahaan Inti, dimana Kopersi
bertindak sebagai wakil dari para anggota Koperasi lainnya.

Hurufb
Yang dimaksud dengan "subkontrak" adalah pengaturan dimana
kontrak bisnis satu pihak sebagian atau seluruh bagiannya
dikontrakan lagi ke pihak lain.

Hurufc
Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak-hak untuk
menjual suatu produk atau jasa maupun layanan".

Hurufd
Cukup Jeias.

Hurufe
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Je1as.

Hurufg
Cukup Jelas.

Hurufh
Cukup -Jelas.

Hurufc
Yang di maksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan
pemberdayaan Koperasi harus adil bagi semua anggota Koperasi.
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Pasa119
Cukupjelas

Pasa120
Cukup Jelas

Pasa121
Cukupjelas

Pasal22
Cukup Jelas

Pasa123
Cukupjelas

Pasa124
Cukup Jelas

Pasa125
Cukupjelas

Pasa126
Cukup Jelas

Pasa127
Cukupjelas

Pasa128
Cukup Jelas

Pasa129
Cukupjelas

Pasa130
Cukup Jelas

Pasa131
Cukupjelas

Pasa132
Cukup Jelas

Pasa133
Cukupjelas

Pasa134
CukupJelas

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Hurufi
CukupJelas.

Hurufj
CukupJelas.


